RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB

Kebudayaan

Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) @ @) “)
(O |Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota 23.05
A Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 86%
Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 Dokumen
yang ditetapkan
a. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1BA
b. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 Dokumen
perencanaan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/
RPJMD/ RKPD)
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Persentase kesesuaian daftar data dengan kebutuhan 83%
Perencanaan perencanaan pembangunan
c. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk 1 Dokumen
Daerah Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi 4 Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah
d. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan 9 Laporan
pelaksanaan pembangunan daerah Daerah
4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Jumlah modul yang dikembangkan 1 Modul
Bidang Pembangunan Daerah
e. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan 41 Data
Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD 100%
Pembangunan Daerah
5. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang 100%
Pembangunan Manusia pemerintahan dan pembangunan manusia
f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan 13 Laporan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja 13 Laporan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan
Pembangunan Manusia Manusia
6. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD 100%
(Sumber Daya Alam) Bidang Perekonomian dan SDA
h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja 8 Laporan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
7. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD 100%
Kewilayahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah OPD yang dilakukan koordinasi sinkronisasi 2 Laporan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang dan evaluasi terhadap Renstra/Renja dengan
Kewilayahan RKPD/RPJMD pada Bidang ESDAI
(O |Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah Persentase Kebijakan Berbasis Bukti 90.9%
C. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai 82%
landasan dalam implementasi pembangunan
Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian 76%
permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan
pembangunan daerah
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan 1 Dokumen
Kependudukan kependudukan yang disusun
j. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokumen
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9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi 1 Dokumen
Pembangunan dan pembangunan
k. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokumen
Perdagangan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
10. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran 100%
indeks inovasi daerah
l. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Jumiah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, 1 Dokumen
Bidang Teknologi dan Inovasi dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
(O |Meningkatnya kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan 7281
Pengembangan Daerah
D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 100%
Kabupaten/Kota pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan 100%
perangkat daerah
m. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 462
ASN Orang/Tahun
n Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 Dokumen
Keuangan SKPD Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD
12, Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum 100%
perangkat daerah
0. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 4 Paket
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan
p. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 paket
q. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Paket
yang Disediakan
t Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 24 Laporan
dan Konsultasi SKPD
13 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 100%
Pemerintahan Daerah yang terpenuhi
S. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
t. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan
Kantor yang Disediakan
14, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi 100%
Pemerintahan Daerah baik
u. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 7 Unit
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
V. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit
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